DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 903/07/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Walikota Metro telah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Metro berupa Laporan Keuangan yang telah
diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan,;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Walikota Metro
melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Metro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur
dan Kotamadya Dati Il Metro;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;,

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemgﬁntahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubugan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

19.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor 9 Tahun 2019;

20.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

21.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021;

22.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

24.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan d
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. . o
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KEDUA : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana terdapat dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 897.467.435.175,34

b. Belanja Rp. 919.301.961.848,58
Surplus/ (defisit) Rp. (21.834.526.673,24)

¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 80.973.099.255,24
- Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp.  80.973.099.255,24

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp. 59. 138.572.582,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu akan diserahkan kepada Walikota Metro untuk
disampaikan kepada Gubernur Lampung guna dievaluasi dan
diproses lebih lanjut.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

-__.—‘—__—_-.
H. TONDI MU. GADDAFI NASUTION, S.T.
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